PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS UNTUK GURU ASN DI
KALIMANTAN TENGAH TELAH DILAKSANAKAN
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Sumber gambar: https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/44888/pembayaran-thr-dan-gaji-ketiga-belas-
untuk-guru-asn-di-kalimantan-tengah-telah-dilaksanakan

Isi Berita:

MMCKalteng - Palangka Raya - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan
Tengah (Kalteng) memastikan bahwa semua guru Aparatur Sipil Negara (ASN)
menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas. Pembayaran ini dimulai
pada Kamis, 19 September 2024, dan ditujukan khusus bagi guru yang tidak mendapatkan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Pemerintah Daerah. Kebijakan ini diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Seluruh guru ASN yang berhak menerima pembayaran ini mencakup 3.443
penerima THR dan 3.429 penerima Gaji Ketiga Belas. Pembayaran dilakukan melalui
komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi. Total nilai THR
yang dibayarkan mencapai Rp14.192.112.995,00, sedangkan total nilai Gaji Ketiga Belas
adalah Rp14.145.749.295,00.

Pembayaran ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur
Negara. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023
yang mengatur teknis pemberian tunjangan bagi guru ASN daerah.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menyatakan
bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan semua guru ASN di Kalimantan

Tengah, terutama yang bersertifikasi, mendapatkan hak mereka. “Ini adalah langkah
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nyata dalam mendukung kesejahteraan para pendidik,” ungkapnya saat ditemui usai
kegiatan senam di halaman kantor Disdik Kalteng, Jumat (20/9/2024).

Reza menjelaskan, pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi guru
bersertifikasi setara dengan 100% TPG untuk tahun 2024, berbeda dengan tahun
sebelumnya yang hanya 50%. Sementara bagi guru non-sertifikasi, THR dan Gaji Ketiga
Belas dihitung dari gaji pokok ditambah TPP sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Proses pengajuan data pembayaran tunjangan ini memerlukan waktu, di mana
Dinas Pendidikan Kalteng baru dapat menyampaikan data pada bulan Agustus. Hal ini
disebabkan pemerintah daerah harus menunggu penyelesaian pembayaran TPG bulan
Maret dan Mei agar data yang diajukan akurat dan tidak ada yang tertinggal.

Reza juga menambahkan, bahwa meskipun beberapa daerah lain telah memulai
pembayaran sejak Agustus, Dinas Pendidikan Kalteng berusaha memastikan semua data
yang diajukan telah diverifikasi. "Kami meminta para guru untuk bersabar, karena kami
ingin memastikan semua data akurat sebelum proses pembayaran dilakukan," jelasnya.

Kebijakan pemerintah pusat menyatakan bahwa sertifikasi yang dibayarkan
adalah untuk guru yang bersertifikasi dari Kemendikbudristek RI, yang merupakan
bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) dan salah satu sumber pendanaan dalam APBD
Provinsi. Sementara itu, guru sertifikasi dari Kemenag akan dibayarkan oleh Kemenag
setempat sesuai kemampuan DIPA masing-masing.

Muhammad Reza Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur
Kalteng H. Sugianto Sabran atas dukungan dan komitmennya dalam meningkatkan
kesejahteraan guru. "Kami berharap kebijakan ini dapat terus berlanjut dan semakin
memperkuat dukungan terhadap sektor pendidikan di Kalimantan Tengah," tutupnya.
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Gaji Ketiga Belas untuk Guru ASN di Kalimantan Tengah Telah Dilaksanakan”,
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2. https://prokalteng.jawapos.com/pemerintahan/pemprov-kalteng/21/09/2024/thr-dan-
gaji-13-guru-asn-kalteng-resmi-dibayarkan-ini-rinciannya/, “THR dan Gaji 13 Guru

ASN Kalteng Resmi Dibayarkan, Ini Rinciannya”, tanggal 21 September 204.

Catatan:

Aturan terkait diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024:
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1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya
dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian
kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan
negara’;

2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Aparatur negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK;

c. Prajurit TNI;

d. Anggota Polri; dan
e. Pejabat Negara”;

3. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI,
dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf
¢, dan huruf d, dalam hal:

a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau b

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun
di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga
belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu)
bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan
penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”;

5. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal guru yang gaji pokoknya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima
tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat
diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Catharina Laura Roretta 3



sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam
1 (satu) bulan”;

6. Pasal 6 ayat (9) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga
belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, paling
banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan
tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah”; dan

7. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga
belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan
bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau
kelas jabatannya”.
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